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ABSTRAK : - Bahwa akses terhadap air minum merupakan hak setiap warga yang menjadi 

pelayanan dasar dan harus dipenuhi oleh pemerintah daerah; bahwa Kebijakan 

dan Strategi Daerah dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 

2025-2029 merupakan bagian integral dari upaya pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta sinkronisasi dengan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah dan nasional; bahwa untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 

Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan dan 

Strategi Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan sistem 

penyediaan air minum; dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah 

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2029. 

  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 

2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 17 

Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP 

No. 122 Tahun 2015; Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025; Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27/PRT/M/2016; dan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2025. 

  - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah 

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Tahun 2025-

2029 di Kabupaten Bandung Barat yang meliputi: ketentuan umum; maksud dan 

tujuan; masa berlaku (5 tahun, 2025-2029); dan sistematika dokumen Jakstrada 

SPAM (Pendahuluan; Kondisi dan Permasalahan Penyelenggaraan Air Minum; Visi 

dan Misi Penyelenggaraan SPAM; Sasaran Penyelenggaraan SPAM; Arah Kebijakan 

Penyelenggaraan SPAM; Rencana Tindak; Kerangka Pendanaan; Kerangka 

Kelembagaan; Kerangka Regulasi; dan Penutup). Dokumen lengkap tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 



CATATAN : -

- 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Jumlah halaman: 116 hlm. 

 


